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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN B'QPATI LUWU UTARA 
I • I. 

NOMOR '1i� TAHON 2014 

TENTANG 

RENCANA KONTINJENSI DAN PROSEDUR TETAP 
TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR 

KABUPATEN LUWU UTARA 

DEN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan 
Bencana, perlu menyusun Rencana Kontinjensi dan 
Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor 
Kabupaten Luwu Utara sebagai dolrumen yang akan 
menjadi acuan dalam penanganan bencana tanah longsor 
dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur 
Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten 
Luwu Utara. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3826); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



.. . . 

3 .. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

ten tang 
R�publik 

Lembaran 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4830); 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri NoIJ1or 27 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam 
Penanggulangan Bencana; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan 
Penanggulangan Pengungsi di Daerah; 

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
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13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan Kepala Badan Nasional 
Bencana Nomor 10 Tahun 2008 
Komando Tanggap Darurat Bencana; 

Penanggulangan 
tentang Pedoman 

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana; 

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nornor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan 
Logistik; 

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstrnksi Pasca 
Ben can a; 

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan 
Darurat Bencana; 

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data 
Kebencanaan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219). 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

PARAF KOORDINASI 
SEK DA ' k'"" 

AS I STEN 

KABAG HUKUM \ 

KASUBAG . 

Ditetapkan di : Masamba 
pada tanggal : 1 April 2014 

BUPATI LUWU UTARA, 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal .1 .. April 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA, 

MUDJAHIDIN IBRAHIM 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR .IA 
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MEMUTUSKAN 
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG RENCANA 

KONTINJENSI DAN PROSEDUR TETAP TANGGAP 
DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN 
LUWUUTARA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Rencana Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan 

akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. 
4. Prosedur Tetap Tanggap Darurat adalah suatu gambaran terstruktur dan 

tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh 
seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, 
dimana dan bagaimana pelaksanaannya. 

Pasal 2 

Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah 
Longsor Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari dokumen kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan bencana tanah 
longsor di Kabupaten Luwu Utara. 

Pasal 3 

(1) Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana 
..,._, Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai 

;l pedoman bagi seluruh unsur terkait dalam penyelenggaraan kegiatan 
penanggulangan bencana tanah longsor. 

(2) Unsur terkait sebagaimana dimaksud da:lam ayat (1) adalah meliputi 
namun tidak terbatas pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi 
Kemasyarakatan, PMI, Media Massa, Lembaga Internasional dan 
Masyarakat. 

Pasal 4 

Rencana Kontinjensi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Tanah 
Longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 
dan Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau 
ulang untuk diperbaharui sekali dalam dua tahun. 
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PENUTUP 

Demikian Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai pedoman untuk 

menentukan kebijakan lebih lanjut. Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan 

dari beberapa sektor dalam penanganan bencana bukanlah sebagai Daftar 

lsian Kegiatan tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila terjadi bencana. 

Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah 

Kabupaten/KotadisekitarKabupatenluwu Utara, Pemerintah Propinsi, 

instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan 

lain-lain. Kami menyadari bahwa rencana kontinjensi ini masih perlu 

penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang 

ada. 

Operasional rencana kontinjensi ini akan diatur dalam Prosedur Tetap 

(PROTAP) Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor (Lampiran II) yang 

merupakan satu kesatuan dengan dokumen Rencana Kontinjensi ini. 

Masamba,1 April 2014 

BUPATI LUWU UTARA 

AR INJU IDI v 
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